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ABSTRAK 

Mahenrawan Achmad, “Analisis Hukum Terhadap Anak Yang Tidak 
Mempunyai Akta Kelahiran” dibimbing oleh Hj. Abd. Rahman, dan H. Andi 
Risma. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan atau 
norma yang mengatur tentang akta kelahiran sehingga dapat memahami 
anak yang tidak mempunyai akta kelahiran serta dampaknya bagi 
kehidupan anak. 

Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian hukum normatif 
dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri 
atas bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder 
berupa literatur akademik, dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa 
ensiklopedia. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta kelahiran Adalah bukti autentik 
yang diakui oleh negara sebagai identitas anak tersebut, sehingga dapat 
mengakses hak-hak lainnya, namun akta kelahiran bukan syarat agar 
seseorang menjadi subjek hukum, akta kelahiran hanya berfungsi sebagai 
bukti autentik bukan sebagai penentu lahirnya kepribadian hukum. Akibat 
tidak adanya akta kelahiran pada anak berdampak tidak dapatnya 
mengakses layanan seperti Pendidikan, Kesehatan, sehingga berdampak 
pada masadepan anak. 

Berdasarkan hasil tersebut, penelitian ini merekomendasikan pemerintah 
diharapkan dapat berperan aktif untuk memberikan fasilitasnya terhadap 
pemenuhan hak-hak masyarakatnya sehingga dapat menciptakan 
mekanisme yang mempermudah masyarakat. Pemerintah  dan pembentuk 
Undang-Undang diharapkan dapat merevisi aturan-aturan yang ada 
ataupun menghapus aturan yang dapat menghambat masyarakat dalam 
memperoleh hak-haknya sebagai warga negara Indonesia. 

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Anak, Akibat Hukum. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara hukum yang didasari oleh pancasila. 

Hukum indonesia menganut hukum campuran. Hukum bertujuan untuk 

memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakyat sehingga 

tercipta kehidupan yang damai dan aman, manfaat hukum sudah dapat 

dirasakan dan sudah mengatur berbagai sektor mulai dari pernikahan, 

pembiayaan, administrasi, perikanan, pertambangan, perdagangan, dan 

lain sebagainya. hukum dalam perkembangannya telah banyak melahirkan 

aturan-aturan yang berkembang sehingga hampir dapat mengatur semua 

aspek kehidupan masyarakat. Era globalisasi ini dengan perkembangan 

yang tergolong cukup cepat, hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan 

zaman sehingga hukum memiliki kelemahan yang cenderung fatal dalam 

kehidupan masyarakat, kelemahan hukum ini juga langsung sangat dapat 

dirasakan oleh masyarakat sehingga menimbulkan keresahan yang tidak 

jarang mengakibatkan pertengkaran dalam berkehidupan bermasyarakat.  

Setiap anak memperoleh hak, hal ini disebutkan pada Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2, yaitu : 

 “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”.  

9
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hak anak pada Pasal tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan 

berkembang dan lain sebagainya maka dari itu anak berhak mendapatkan 

akta kelahiran sebagai penunjang keberlangsungan hidup, tumbuh dan 

berkembang. 

Setiap peristiwa wajib dibuktikan, ini tertuang pada Pasal 1865 

KUHPerdata tentang pembuktian, yaitu :  

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, 
atau guna meneguhkan haknya, ataupun membantah sesuatu hak 
oranglain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan 
adanya hak atau peristiwa tersebut”.  

Pasal tersebut mengatakan setiap individu mempunyai hak dan pada 

hak itu membutuhkan pembuktian, sehingga penting untuk setiap individu 

memiliki landasan yang kuat untuk membuktikan suatu peristiwa agar dapat 

memenuhi unsur pembuktian perdata pada setiap individu manusia. 

Setiap individu mempunyai hak-hak hukum yang diperoleh sejak 

manusia di dalam kandungan. Manusia mempunyai hak keperdataan yang 

wajib diperolehnya agar dapat menjalankan kehidupan yang baik dan 

sejahterah, mempermudah administrasi dan menjamin masadepan yang 

baik. 

Akta kelahiran adalah surat yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan 

sipil setempat, guna memperoleh hak keperdataan seseorang, sehingga 

peristiwa kelahiran seorang anak dapat dibuktikan pada akta kelahiran. 

11
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Hak Identitas diri dan status kewarganegaraan dapat dilihat pada 

Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 

yaitu :  

“setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status 

kewarganegaraan”.  

Pasal diatas menjelaskan setiap anak berhak atas identitas diri dan 

status kewarganegaraan, identitas diri yang dimaksudkan disini adalah akta 

kelahiran berupa dokumen yang telah tercatat dan telah masuk kesistem 

pencatatan sehingga dapat dikenali dan diidentifikasi sebagai identitas 

manusia dan status kewarganegaraan. 

Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 

Pasal 27 Ayat (1) mengatakan:  

“identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”.  

Lebih lanjut pada Ayat (2) menjelaskan tentang identitas yaitu: 

“identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam 

akta kelahiran”.  

Identitas diri itu harusnya ada pada setiap anak sejak kelahirannya 

yang dituangkan dalam akta kelahiran, sehingga hak-hak anak tersebut 

dapat terpenuhi sebagaimana mestinya. 

Kelahiran anak adalah peristiwa penting sehingga wajib bagi anak 

tersebut mendapatkan akta kelahiran. peristiwa penting yang dimaksudkan 

1
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disini tertuang dalam  Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan, Pasal 1 Ayat 17, yaitu : 

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang 
meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, 
pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, 
perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”. 

Berita yang penulis dapatkan dari internet kenyataannya banyak 

anak yang tidak memiliki akta kelahiran yang berakibat tidak dapat 

melanjutkan pendidikan. Salah satu berita menyebutkan “DINAS 

Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam menulis 

sebanyak 11.994 anak usia 0-18 tahun di Batam tidak mempunyai akta 

kelahiran. Angka tersebut setara dengan 3% dari total keseluruhan anak 

usia 0-18 tahun di Batam.”1 

Dilansir dari kompas “Seorang anak perempuan berinisial S (8), 

warga Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, 

Jawa Timur, beresiko tidak dapat meraih pendidikan formal sebab tidak 

memiliki akta kelahiran”.2 

Berita diatas membuktikan bahwa masih banyak anak yang tidak 

memiliki akta kelahiran sampai terancam tidak mendapatkan pendidikan 

 
1 Hendri Kremer (2024. Januari. 29). Sebanyak 11.994 Anak di Batam Belum 

Punya Akta Kelahiran. Mediaindonesia. Diakses pada 3 november 2025. 
https://mediaindonesia.com/nusantara/647361/sebanyak-11994-anak-di-batam-belum-
punya-akta-kelahiran  

2 Rachmawati. (2025. 17 juni). Anak 8 Tahun di Situbondo Ditolak Daftar Sekolah 

karena Tak Punya Akta Lahir.Kompas. Diakses pada 3 November 2025. 
https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/06/17/183000288/anak-8-tahun-di-
situbondo-ditolak-daftar-sekolah-karena-tak-punya.  

2

2 2
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formal karena tidak memiliki akta kelahiran sehingga hak-hak anak tidak 

dapat diperoleh, maka dari itu penting untuk kita memahami bahwa akta 

kelahiran merupakan dokumen yang penting untuk mendapatkan hak 

pendidikan dan kehidupan yang layak.   

ا  ب مَا  اعَْلمَُ  وَاٰللُّ  انُْثٰى   وَضَعْتهَُا   ا ن  يْ  رَب    قاَلتَْ  وَضَعتَهَْا  فلَمََّ  
يْتهَُا  وَا ن  يْ  كَالْْنُْثٰى   الذَّكَرُ  وَليَْسَ  وَضَعتَْ   وَا ن  يْ   مَرْيمََ  سَمَّ  

يْذهَُا  يَّتهََا  ب كَ  اعُ  نَ  وَذرُ   يْم   الشَّيْطٰن   م  ج  ۝٣٦ الرَّ  
Terjemahan: 

Ketika melahirkannya, dia berkata, “Wahai Tuhanku, aku telah 
melahirkan anak perempuan.” Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia 
(istri Imran) lahirkan. “Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku 
memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan-Mu 
untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk.” (QS. Ali-Imran 
Ayat 36) 

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengambil secara lebih 

dalam dan mengangkat judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK 

YANG TIDAK MEMPUNYAI AKTA KELAHIRAN (STUDI PADA KANTOR 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA 

MAKASSAR)”. 

B. Rumusan Masalah 

a. Apakah akta kelahiran menjadi prasyarat pengakuan hukum seorang 

anak? 

b. Bagaimanakah akibat hukum terhadap anak yang tidak mempunyai 

akta kelahiran? 
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C. Tujuan Penelitian 

a. untuk mengetahui dan menganalisis akta kelahiran menjadi 

prasyarat pengakuan hukum seorang anak. 

b. untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap anak 

yang tidak memiliki akta kelahiran. 

D. Kegunaan Penelitian 

a. secara teoritik, penilitian ini diharapkan dapat menabah wawasan 

dan referensi pembaca dan memahami tentang akibat hukum 

perdata terhadap anak yang tidak memiliki akta kelahiran. 

b. secara praktik,  penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

literatur ilmu hukum dan bermanfaat bagi pembaca sehingga mampu 

memberi rasa empati terhadap sesama manusia. 

 

  

1
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